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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

“Pelaksanaan e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di 

Kabupaten Agam Tahun 2020 

 Pedoman wawancara ini merupakan panduan yang akan peneliti gunakan 

untuk mendapatkan informasi dari para informan yang dijadikan narasumber. 

Pedoman wawancara yang peneliti gunakan ini tidak diikat oleh hal apapun, dan 

bersifat bebas dalam menggali data dan informasi yang dibutuhkan. Secara garis 

besar, berikut pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut: 

I. Pedoman Wawancara untuk Informan Penelitian 

A. Public Value 

1. Legitimacy dan Support 

a. Apa saja kebijakan yang mendorong untuk pelaksanaan dan penunjang e-

planning? 

b. Apa saja bentuk kegiatan lainya dari e-planning yang tertuang dalam 

rencana kerja secara khusus untuk menunjang perencanaan pembanguna 

daerah? 

c. Bagaimana bentuk sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan terhadapa 

pelaksanaan e-planning?  

d. Berapa kali sosialisai dan pelatihan diadakan? 

e. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi dan pelatihan e-planning? 

2. Organizational Capacity 

a. Dari manakah sumber pendanaan untuk pelaksanaan e-planning? 



198 
 

b. Bagaimanakan bentuk peanggaran dan pengalokasian dana dalam 

pelaksanaan e-plannig dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan 

daerah? 

c. Bagaimanakah ketersediaan infrastukrut teknologi informasi dalam 

menunjang pelaksanaan e-planning? 

d. Apa saja kendala dan problem dalam bidang teknologi informasi dan 

penginputan server yang dialami? 

e. Siapa saja sumber daya dalam  pelaksanaan e-planning? 

f. Bagaimana peran dari tiap sumber daya pelaksanaan e-planning? 

g. Terkait kemampuan, apakah sudah semua sumber daya berada pada 

bidangnya? 

h. Bagaiman bentuk kendala dalam bidang sumber daya manusia? 

i. Bagaimana bentuk peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang 

dilakukan oleh Bappeda maupun Pemkab? 

B. Service Quality 

1. Kualitas Informasi yang Diberikan 

a. Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan e-planning, diukur salah 

satunya melalui informasi yang diberikan terhadap pelaksanaan e-

planning. Bagaimana dan apa saja bentuk informasi yang diberikan 

dalam menunjang pelaksanaan e-planning?  

b. Apa saja media yang digunakan dalam memberikan informasi terkait 

pelaksanaan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah? 

2. Kecepatan Menanggapi Pengguna 
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a. Bagaimana bentuk keaktifan/respon Bappeda dalam menanggapi dan 

merespon setiap keluhan/masalah terkait pelaksanaan e-planning dalam 

perencanaan pembangunan daerah? 

b. Apakahs setiap laporan maslah yang diberikan langsung ditanggapi/ 

ditindaklanjuti atau harus menunggu evaluasi kerja terlebih dahulu? 

3. Ketersediaan Nomor Telepon atau faksmili 

a. Apakah ada kontak telepon yang diberikan sebagai bentuk cepat tanggap 

Bappeda? 

b. Apakah kontak tersebut dapat dihubungi dalam waktu tertentu saja? Atau 

memang 24 jam dapat melayani? 

c. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan bagi nomor telepon yang 

dicantumkan?  

d. Apakah ada rules atau dalam memberikan pelayanan pada nomor telepon 

tersebut? 

C. Product Quality 

1. Usability 

a. Bagaimana bentuk kemudahan dalam mengoperasikan web e-planning 

oleh pengguna? 

b. Bagaimana bentuk kemudahan yang nantinya akan dimengerti oleh 

publik dalam mengakses e-planning? 

c. Kemudahan dalam bernavigasi berupa fitur/menut toolbar yang 

diberikan? 

d. Apakah tampilan yang disajikan sudah memenuhi standar dari 

kemendagri? 
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e. Apa saja standar yang diberikan oleh kemendagri terhadap aplikasi e-

planning? 

2. Informan Quality 

a. Apakah informasi yang diberikan pada aplikasi e-planning sudah relevan 

terhadap apa yang ada dalam perencanaan pembangunan daerah? 

b. Bagaimana bentuk up todate data yang diberikan oleh e-planing? 

c. Apakah informasi yang diberikan terpercaya untuk keabsahanya? 

d. Bagaimana bentuk kedetailan informasi yang diberikan? 

e. Bagaimana bentuk bahasa dan tampilan yang diberikan? 

D. Value perception Transparency 

a. Bagaimana bentuk proses keterbukaan selama proses perencanaan 

pembangunan daerah? atau selama proses musrenbang? 

b. Apakah masyarakat dapat mengakses e-planning dengan mudah? 

c. Apakah terdapat rule/aturan untuk mengakses nya? 

d. Dalam memberikan pelayanan, bagaimana bentuk transparansi yang 

diberikan terhadap pengguna? 

e. Apakah hasil yang diberikan sesuai dengan hasil musrenbang? 

E. Citizen Trust 

1. Trust in Government 

a. Dari tujuan e-planning sendiri, apakah sudah tercapai/terlaksanakan 

sepenuhnya untuk perencanaan pembangunan daerah? 

b. Apa saja dampak yang diberikan dari pelaksanaan e-planning 

terkhususnya terhadap kepercayaan masyarakat? 
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c. Apa saja dampak yang cukup signifikan yang diberikan e-planning 

terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah? 

2. Trust in Technology 

a. Apakah data yang disimpan pada e-planning dapat dipercaya 

sepenuhnya? 

b. Dengan pelalayanan yang diberikan apakah terdapat dampak yang 

diberikan? 

c. Apakah dapat mempercayai lembaga-lembaga yang terlibat dengan 

perencanaan pembangunan sepenuhnya? 

F. Public Participation Policy Planning process 

1. Partisipasi Aktif 

a. Bagaimana bentuk masyarakat/perwakilan musrenbang yang hadir dalam 

mengumpulkan informasi terkait perencanaan pembangunan dalam 

musrenbang? 

b. Bagaiman proses yang terjadi dalam pengumpulan informasi tersebut? 

c. Apakah ada aturan yang mendasari dari nagari dalam memberikan 

infromasi? 

2. Partisipasi dalam Memberikan Alternatif 

a. Bagaimana bentuk keaktifan masyarakat dalam setiap proses 

perencanaan pembangunan daerah atau dalam musrenbang? 

b. Apakah ada bukti tertulis dari setiap keaktifan tersebut?  

c. Apakah nanti terdapat evaluasi di setiap pemberian alternatif-alternatif 

dari proses perencanaan pembangunan? 

 


